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INTISARI 

Tesis ini berjudul “Pengakuan Lembang sebagai Desa Adat di Tana Toraja oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja”. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dan mengevaluasi pengakuan Lembang sebagai desa adat di Tana 
Toraja oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dan untuk mengetahui dan 
mengkaji kewenangan Lembang sebagai desa adat di Tana Toraja setelah 
berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jenis penelitian 
ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan sejarah hukum 
dan pendekatan politik hukum. Dalam penulisan tesis ini, bahan hukum yang 
digunakan yaitu bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 
1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul 
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja 
Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemerintah Lembang, Peraturan Daerah Kabupaten 
Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, 
Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Lembang, dan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Lembang. Bahan hukum 
sekunder diperoleh dari pendapat hukum baik dari buku, makalah, media massa, 
artikel, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet serta narasumber 
yang ada kaitannya dengan pengakuan Lembang sebagai desa adat di Tana Toraja 
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini menggunakan 
Teori Kepastian Hukum dan Teori Kewenangan. Hasil penelitian Sampai dengan 
saat ini pengakuan Lembang hanya sebatas pengakuan de jure itupun hanya 
sebatas nama Lembang. Lembang menurut hukum adat tidak mendapat tempat. 
Sebab dari pengertian Lembang, struktur organisasi, pemilihan Kepala Lembang 
dan kewenangan tidak diakui karena sudah menggunakan sistem yang 
berkembang seperti halnya hukum positif atau menurut peraturan perundang-
undangan. 
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ABSTRACT 

This article entitled "Recognition of Lembang as an Adat Village in Tana Toraja 
by the Regional Government of Tana Toraja Regency". This study aims to identify 
and evaluate the recognition of Lembang as an adat village in Tana Toraja by the 
Regional Government of Tana Toraja Regency and to know and examine the 
authority of Lembang as a traditional village in Tana Toraja after the enactment 
of Law No. 6 of 2014 on the Village. This type of research uses normative legal 
research with a legal history approach and a legal political approach. In writing 
this thesis, the legal material used is the primary legal material consisting of the 
1945 Constitution, Law Number 23 Year 2014 on Regional Government, Law No. 
6 of 2014 on Village, Village Ministerial Regulation No. 1 of 2015 about the 
Authority Guidance Based on the Origin and Local Authority of Village Scale, 
Regional Regulation of Tana Toraja Regency Number 2 Year 2001 concerning 
Government of Lembang, Regional Regulation of Tana Toraja Regency Number 1 
Year 2013 on Procedure of Election, Candidate, Appointment, Inauguration, and 
Dismissal of Head of Lembang , and Regional Regulation of Tana Toraja 
Regency Number 2 Year 2015 concerning Guidelines for Organization 
Development and Administration of Government of Lembang. Secondary legal 
materials are obtained from legal opinions from books, papers, mass media, 
articles, legal dictionaries, Indonesian Big Dictionary, internet and resource 
persons related to the recognition of Lembang as a traditional village in Tana 
Toraja by the Regional Government of Tana Toraja Regency. This study uses the 
Theory of Legal Certainty and Authority Theory. The results Until now the 
recognition of Lembang is only limited to de jure recognition is only limited to the 
name of Lembang. Lembang according to customary law has no place. Because of 
the notion of Lembang, the organizational structure, the election of the Head of 
Lembang and the authority is not recognized because it already uses a developing 
system as well as positive law or according to legislation. 

Keyword : Recognition, Lembang, Traditional Village, Local Government.  
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”To God be the Glory” 

 

“Ora et Labora” 

 
 

 

 

“Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang 
menaruh harapannya pada Tuhan” 

(Yer 1:7) 
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